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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna (kaffah) karena di dalamnya
memberikan ketentuan-ketentuan bagi umat manusia dalam melakukan aktifitasnya di dunia,
termasuk dalam bidang perekonomian. Semua ketentuan-ketentuan tersebut diarahkan agar
setiap individu dalam melaksanakan aktifitasnya dapat selaras dengan nilai-nilai yang
terdapat dalam al-Qur’an dan al-hadist.!

Sebagai makhluk sosial sering kita dapati permasalahan muamalah dalam
masyarakat antara yang berlebihan dan kekurangan, mereka saling membutuhkan sehingga
terjadi hubungan timbal balik yang harmonis, bagi yang punya tenaga dapat bekerja untuk
mendapatkan upah, bagi yang kurang mampu memenuhi kebutuhannya dapat dengan cara
meminjam atau berhutang pada yang mampu sehingga akan terjadi pemenuhan kebutuhan
yang seimbang dalam masyarakat.

Dengan melihat begitu kompleksnya permasalahan muamalah maka kita dituntut
untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam rangka memenuhi kebutuhan
hidupnya.

Berkaca dari pemaparan di atas, maka didirikanlah Lembaga Keuangan Shari’ah
baik bank maupun non bank. Hal ini semata bertujuan untuk za’@awun dan beribadah kepada
Allah SWT.

Lembaga Keuangan Shari’ah (LKS) dibentuk sebagai perwujudan dari adanya

kesadaran masyarakat terhadap aplikasi ajaran Islam dengan menggunakan system ekonomi

! Kuat Ismanto, Manajemen Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 25.



Islam, yakni sistem ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi)
sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah / penguasa
dalam rangka mengorganisasi factor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa
yang dihasilkan tunduk dalam peraturan / perundang-undangan Islam.? Sehingga lembaga
keuangan shari’ah merupakan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip Islam
(shari’ah) sebagai landasan opresionalnya. Dengan demikian semua transaksi yang
dioperasionalkan tidak lepas dari aturan syari’at dan tidak bertentangan dengannya.
Lembaga keuangan shari’ah secara konsepsional dilaksanakan dengan maksud

menghindarkan riba dengan segala praktik dan inovasinya, yang memiliki dua sifat utama
yakni bunga berlipat dan aniaya. Selain itu, juga untuk membangun budaya baru dalam
pengelolaan perbankan yang mendapat titipan dana dari masyarakat, dengan menghindari
penentuan prosentase bunga yang pasti untung, sebelum dilakukan.®

Mengingat era globalisasi ekonomi yang berkiblat kepada sistem perekonomian
kapitalis liberal dengan dukungan negara-negara industry maju sudah menampakkan wajah
sang penghisap yang kejam tanpa perasaan terhadap masyarakat miskin yang lemah di
negara-negara yang sedang berkembang, dan sangat sekuler tanpa mempertimbangkan
haram halal dalam praktek bisnis, serta sangat tega dalam memperlebar ruang kesenjangan
antar orang yang kaya dan orang miskin yang mencapai ujungnya pada Krisis
ekonomi/moneter sejak tahun 1997.

Apalagi saat ini, sistem kapitalisme yang menjadi kebanggaan sistem ekonomi global
tengah terseok-seok lantaran virus krisis-keuangan dan ekonomi yang secara terus-menerus

menggerogotinya. Akibatnya, kapitalisme dan liberalisme sebagai mainstream sistem

2 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 14.
® Ahmad Rofig, Figih Kontekstual, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 56.



ekonomi global mulai hilang kredibilitasnya. Sementara, perekonomian yang dibangun di
atas fondasi kebersamaan dan kerakyatan, seperti koperasi dan UMKM, justru tampil gagah
dan kuat dalam menghadapi krisis ekonomi global.*

Perkembangan pada Lembaga Keuangan Shari’ah (LKS) selama sepuluh tahun ini
tercatat paling menonjol dalam dinamika keuangan shari’ak di Indonesia. Berbagai LKS
tersebut lebih dikenal oleh masyarakat luas dengan sebutan Baitul Mal wat Tamwil (BMT).
Masing-masing BMT biasa memiliki nama, yang diperlihatkan pada papan nama dan
identitas lainnya.

Lahirnya BMT tidak lepas dari peran PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha
Kecil) yang memiliki peran sangat besar terhadap keberadaan BMT sebagai lembaga
keuangan. PINBUK merupakan lembaga otonom di bawah ICMI (lkatan Cendekiawan
Muslim Indonesia).

Secara organisatoris, managerial dan operasional PINBUK memberikan panduan
dan arahan untuk mengarahkan BMT menjadi lembaga yang dikelola secara profesional.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, BMT mengalami suatu kendala
yang berkaitan dengan legalitas. Hal tersebut disebabkan tidak adanya payung hukum yang
mengatur secara khusus mengenai BMT. Kegiatan usaha berupa penyimpanan dan
penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT bertentangan dengan Pasal 16 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dimana dalam pasal tersebut mensyaratkan
bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau
BPR dari Pimpinan BI, kecuali kegiatan penghimpunan tersebut diatur tersendiri dalam

undang-undang lain.

* G. kartasapoetra, et.al., Koperasi Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 11.



Guna mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan hukum, BMT
berkonversi menjadi badan hukum Koperasi. BMT yang berbadan hukum maka dapat
melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dalam hubungan-hubungan hukum
(rechtsbetrekking), dapat melakukan transaksi dan membuat perjanjian akad, baik internal
organisasi maupun eksternal organisasi, yaitu dengan anggota, pemerintah maupun
masyarakat.

Ketika ada suatu peristiwa hukum, dimana BMT prakoperasi mengesahkan badan
hukumnya menjadi Koperasi, maka akan timbul suatu konsekuensi bagi BMT yang
bersangkutan. Konsekuensi tersebut diakibatkan oleh adanya keadaan dual kelembagaan
dalam satu badan yaitu BMT dan Koperasi. Adanya dua sifat kelembagaan dalam satu badan
akan menciptakan suatu perubahan tersendiri pada BMT yang berkonversi menjadi koperasi
tersebut. Terjadinya dominansi dari salah satu sifat kelembagaan akan mempengaruhi
manajerial dan operasional dari BMT yang berkonversi menjadi koperasi tersebut.

Suatu BMT yang telah mengesahkan dirinya sebagai badan hukum koperasi, maka
BMT tersebut harus patuh pada semua peraturan yang terkait dengan koperasi. Fakta yang
terjadi dalam praktek, BMT yang berbadan hukum koperasi tidak serta merta melaksanakan
keseluruhan peraturan koperasi hal tersebut dilakukan dengan alasan agar tidak kehilangan
jati dirinya sebagai BMT.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor
keuangan, yakni simpan pinjam, usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana
anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang
halal dan menguntungkan. Namun demikian terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan

lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh



lembaga keuangan bank, karena BMT bukan bank maka ia tidak tunduk pada aturan
perbankan.’

Disamping itu BMT juga memiliki karakteristik sebagai lembaga keuangan yang
memadukan antara fungsi baitul Mal (social tabaru’) dengan kegiatan menghimpun dan
menyalurkan dana umat Islam seperti: zakat, infag, shodaqoh, dan BMT juga berfungsi
sebagai usaha komersil (tamwil) yakni mencari keuntungan dengan menghimpun dan
menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk jasa simpanan dan pembiayaan berdasarkan
konsep shari’ah, tidak hanya itu, BMT juga dapat melakukan fungsi terpisah vyaitu
berorientasi mencari keuntungan/ lembaga sosial semata.’

Dengan adanya usaha komersil dengan menghimpun dan mengelola dana
masyarakat, maka seperti halnya perbankan shari’ah, kegiatan menghimpun dana BMT
menggunakan prinsip wadiah, mudharabah, dan musyarokah. Sedangkan dalam kegiatan
penyaluran dana BMT menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli (Murabahah, Bai Bitsaman
Ajil, salam istishna) dan sewa (jjarah) kepada masyarakat.”

Oleh karena itu BMT juga mempunyai kewajiban yang sama dalam pembentukan
Dewan Pengawas Shari’ah, meskipun ada persamaan antara lembaga keuangan shari’ah
(LKS) dalam pembentukan Dewan Pengawas Shari’ah, akan tetapi dalam tatanan
operasionalnya dan optimalisasinya sungguh jauh berbeda, dan perbedaan ini secara umum
ada antara LKS bank dan non bank, yang secara khusus antara BMT dengan LKS yang

lainnya.?

> Mohammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil [BMT], (Yogyakarta: Ul Press 2004), 125-126.
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Ibid, 126.
" Sayyid Sabiq, Figih Sunah 12, (Bandung: PT Al-Maarif 1988), 82.
& Jamal Lulail Yunus,Manajemen Bank Syariah, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 5.



Sedangkan untuk lembaga keuangan shari’ah non bank itu sendiri kewajiban
keberadaan Dewan Pengawas Shari’ah diantaranya disebutkan dalam Pasal 32 Ketentuan
Umum Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No 91 Tahun 2004 tentang
KJKS yang menyebutkan secara legal dan jelas bahwa keberadaan DPS mempunyai
kedudukan tersendiri untuk melaporkan hasil pengawasanya kepada pemerintahan dalam hal
ini kementrian koperasi. Hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa lembaga keuangan
yang dioperasikan dengan sistem shari’ah lebih mampu bertahan, yang kemudian diikuti
tumbuhnya koperasi-koperasi simpan pinjam yang berbasis shari’ah yang dikenal dengan
Baitul Mal Wa Tamwil.

Selama beberapa dekade terakhir, perkembangan keuangan Islam menunjukkan
perubahan dan dinamika dramatis yang cepat. Sebagai bagian instrumen pengembang
aktivitas di bidang ekonomi, beragam tantangan dihadapi sistem keuangan Islam, seperti
pada aspek teoritis, operasional dan implementasi.’ Pada aspek teoritis, dibutuhkan
pengembangan prinsip, filosofis dan fungsi sistem keuangan atas dasar pembagian
keuntungan dan kerugian (profit-loss sharing). Pada sisi operasional, dibutuhkan perhatian
terhadap inovasi, intermediasi, disiplin dan pengendalian resiko, sementara pada sisi
implementasi diperlukan aplikasi sistem yang harus disesuaikan dengan regulasi, dan
kondisi perekonomian masyarakat saat ini. Bahkan, operasional lembaga keuangan Islam
pada skala sistem yang efisien selama ini, amat dibatasi oleh distorsi dalam ekonomi, seperti
kurangnya kerangka pengawasan yang kuat dan regulasi yang cermat dalam sistem

keuangan.®® Hal ini dapat memberikan dampak pada ketidakseimbangan finansial dalam

% Zamir Igbal dan Abbas Mirakhor, Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek, terj. Oleh A.K. Anwar, (Jakarta:
Prenada Media Group, 2008), 373.

19 Aziz Budi Setiawan, Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia, Jurnal
Kordinat, Edisi: Vol.VIII No.1, April 2006, 2.



fiskal dan moneter, dan tidak memberikan efisiensi perkembangan perbankan Islam
sehingga terjadilah disequilibrium financial.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pengawasan fungsi kepatuhan shari’ah
(shari’ah compliance) di industri keuangan shari’ah, dimana fungsi kepatuhan merupakan
tindakan dan langkah yang bersifat ex-ante (preventif), untuk memastikan kebijakan,
ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan
Islam sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, fatwa DSN dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.* Hal ini dilakukan untuk mengontrol operasional lembaga
keuangan shari’ah serta menjadikan lembaga keuangan shari’ah agar tidak keluar dari
koridornya, disiplin dan langkah untuk meminimalisir resiko keuangan.

Dari pemaparan diatas, penulis menganggap penting untuk meneliti sub kajian
tentang tingkat kesehatan Lembaga Keuangan Shari’ah non bank yang dalam penelitian ini
terfokus pada salah satu BMT-KJKS yang ada di daerah Candi Sidoarjo dengan melihat

kepatuhan shari’ah (shari’ah compliance) yang ada di dalamnya.

B. Rumusan Masalah
Dalam pembahasan tesis ini untuk lebih terarah dan signifikan, maka perlu adanya
masalah yang akan dibahas, antara lain:
1. Bagaimanakah penerapan kepatuhan shari’ah (shari’ah compliance) di KIKS BMT Al
Mubarok Candi Sidoarjo?
2. Bagaimana peran DPS dalam mewujudkan kepatuhan shari’ah (shari’ah compliance) di

KJKS BMT Al Mubarok Candi Sidoarjo?

1 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank
Umum, Tanggal 12 Januari 2011.



Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Mengetahui kepatuhan shari’ah (shari’ah compliance) di KIKS BMT Al Mubarok Candi
Sidoarjo.
2. Mendapatkan hasil peran DPS dalam mewujudkan kepatuhan shari’ah (shari’ah

compliance) di KIKS BMT Al Mubarok Candi Sidoarjo.

Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya gambaran tentang tingkat kesehatan
KJKS BMT Al Mubarok Candi Sidoarjo, sehingga hasil penelitian ini dapat dilihat dari segi
teoritis dan praktisnya, antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitiaan ini dapat menambah pengetahuan tentang pelaksanaan
konsep lembaga keuangan shari’ah dan tingkat kesehatan Lembaga Keuangan Shari’ah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pengembangan

kajian tentang shari’ah compliance pada Lembaga Keuangan Shari’ah.

Definisi Operasional

Shari’ah Complience : A system of compliance having special
emphasis on Shariah aspects with relevant
provisions of existing laws, rules, regulations,
policies and procedures related to Islamic
Banking need to be embedded in the IBI’s
processes in such a manner that monitoring and

reviewing of issues related to Shariah



Baitul Mal Wa At-Tamwil

Koperasi Jasa Keuangan Shari’ah

F. Penelitian Terdahulu

compliance forms part of internal control
structure.™

baitul mal adalah lembaga keuangan
berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan
utamanya menampung serta menyalurkan harta
masyarakat berupa zakat, infak, shodaqoh (ZIS)
berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al
Qur’an dan sunnah Rasul Nya. ** Sedangkan
baitul zamwil sebagai usaha pengumpulan dan
penyaluran dana komersial.**

merupakan salah satu Lembaga Keuangan
Mikro Shari’ah (LKMS) yang mendukung
peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha

mikro dan pengusaha kecil yang berlandaskan

system Shari’ah. ™

12 State Bank of Pakistan, Guidelines for Shariah Compliance in Islamic Banking Institutions, (Annexure 2, 1BD

Circular, No. 02, March 2008), 1.

3 Makhalul 1lmi, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah, (Yogyakarta, Ull Press, Cet.1, 2002), 64.
" Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan llustrasi, (Yogyakarta Ekonisia, Cet. 2,

2004), 96.

5 Muhammad. Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam. (Jakarta: Salemba Empat. 2002). 135.



Telaah pustaka dimaksud untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keilmuan
dalam tesis ini dan berapa banyak orang lain yang sudah membahas permasalahan yang
dikaji dalam tesis ini, untuk itu penulis telah menelaah beberapa pustaka beberapa buku-
buku terbitan hasil penelitian, skripsi, tesis, dan lain-lain yang sejenis dengan tesis ini.

Penelitian yang dilakukan oleh M. As’adun, 2012, dalam tesis yang mengangkat
tentang Analisis Kepuasan Nasabah Produk Tabungan di BMT Al Fatah Susukan. Penelitian
ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitik, dengan pendekatan kualitatif. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor- faktor yang berkaitan dengan kepuasan
pelanggan produk tabungan di BMT Al Fatah Susukan serta faktor yang paling signifikan
terhadap kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah salah satu tujuan bisnis. Oleh
karena itu hanya dengan memahami proses dan pelanggan dengan baik maka organisasi
dapat menyadari dan menghargai makna kualitas. Semua usaha manajemen diarahkan pada
satu tujuan utama, yaitu tercapainya kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dapat diukur
melalui 5 dimensi kepuasan pelanggan yaitu kualitas produk, harga, kualitas pelayanan,
emosional faktor, biaya dan kemudahan untuk mendapatkan produk atau jasa tersebut.
Kualitas produk, nasabah akan merasa puas kalau setelah membeli dan menggunakan suatu
produk, dan ternyata kualitas produknya baik maka nasabah akan merasa puas. Harga, untuk
pelanggan yang sensitif biasanya harga murah adalah sumber kepuasan yang penting karena
mereka mendapatkan keuntungan yang tinggi. Kualitas pelayanan, kualitas pelayanan sangat
tergantung pada tiga hal, yaitu sistem, teknologi, dan manusia. Faktor manusia memberikan
kontribusi 70%. Emosional faktor, kepuasan pelanggan dapat timbul karena faktor

emosional. Biaya dan kemudahan untuk mendapatkan produk atau jasa tersebut, pelanggan



akan semakin puas apabila harga relativ murah, nyaman dan efisien dalam mendapatkan
produk atau pelayanan.

Penelitian yang dilakukan oleh Eko Daryani, 2011, dalam tesis yang mengangkat
tentang Sistem dan Prosedur Produk Simpanan di BMT Berkah Makmur Klero Kecamatan
Tengaran Kabupaten Semarang, yang bertujuan untuk mengetahui sistem dan prosedur
produk simpanan di BMT Berkah Makmur. Berdasarkan observasi dan studi kepustakaan
maka diperoleh kesimpulan bahwa sebagai lembaga pelayanan simpanan dan pinjaman,
BMT Berkah Makmur memiliki berbagai macam jenis simpanan. Keputusan atas simpanan
sangat ditentukan pada saat petugas menganalis simpanan yang diajukan. Maka akan
berpengaruh pada penyimpan atau penyedia simpanan. Berdasarkan analisa pengamatan
yang penulis lakukan bahwa sistem dan prosedur produk simpanan pada BMT Berkah
Makmur sudah bagus dan tidak jauh dari teori yang ada. Maka dibutuhkan komitmen untuk
menjaga hubungan baik serta meningkatkan interaktif antara pihak BMT dengan anggota
atau dengan calon anggota agar nasabah tersebut tidak mudah untuk memutuskan lari pada
lembaga penyedia simpanan yang lain. Sedangkan untuk perkembangan nasabah simpanan
di BMT Berkah Makmur walaupun mengalami pasang surut akan tetapi sejauh ini jumlah
nasabah BMT Berkah Makmur mengalami peningkatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Happy Sara Rachmasari, 2011, dalam tesis yang
mengangkat tentang Simpanan Dirham Barokah pada KJKS BMT ”ANDA” Salatiga,
dengan metode penelitian kualitatif, yaitu menekan pada proses, menemukan teori, dari
empiris ke teori (logika induktif), data berupa informasi, dan pengolahan data menggunakan
interpretasi, menyimpulkan bahwa simpanan dan pembiayaan merupakan dua hal yang

sangat berkaitan, karena ketika semakin banyak dana yang tersimpan, maka semakin banyak



dana yang dipinjamkan. Ketika semakin banyak dana yang dipinjamkan maka semakin
banyak pendapatan diperoleh oleh BMT. Hal ini menjadikan produk Simpanan memiliki
peran yang penting bagi perkembangan sebuah lembaga keuangan. Untuk membuat anggota
tertarik pada produk Simpanan, menjadikan BMT memunculkan variasi produk dari produk-
produk yang sudah ada atau memunculkan produk baru. Produk- produk BMT yang
bervariasi akan menimbulkan ketertarikan nasabah untuk menyimpan dana. Salah satu yang
menarik adalah Simpanan Dirham Barokah, yang merupakan salah satu produk yang
diminati oleh anggota KJKS BMT ’ANDA”. Simpanan Dirham Barokah merupakan produk
yang diharapkan dapat memberikan solusi bagi calon anggota yang ingin menginvestasikan
dana yang dimilikinya dalam waktu yang lama namun dengan setoran yang ringan. Tujuan
yang diharapkan dapat tercapai adalah mengetahui segala hal yang berkaitan dengan
Simpanan Dirham Barokah yaitu sejarah perkembangannya, mekanisme pengelolaannya,
kontribusi yang telah diberikan serta faktor- faktor yang mempengaruhi ketertarikan nasabah
terhadap Simpanan Dirham Barokah.

Dari seluruh penelitian diatas, tidak ada kesamaan dengan penelitian yang akan
dilakukan oleh penulis, sehingga tidak ada kendala bagi penulis untuk melanjutkan

penelitian ini.

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai barikut:
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis memakai kajian lapangan (Field Research), karena

obyek kajiannya merupakan mekanisme yang terjadi pada badan lembaga yang akan



dimunculkan di tengah-tengah masyarakat, dan hal itu sering diangkat sebagai suatu

pembahasan-pembahasan baik di media massa, media cetak maupun elektronika.

2. Data yang Dihimpun

Data yang diajukan dalam tesis ini adalah:

a. Data tentang profil KIKS BMT Al Mubarok Candi Sidoarjo.

b. Data tentang penilaian kesehatan KIKS BMT Al Mubarok Candi Sidoarjo

3. Sumber Data

Data-data penelitian ini dapat diperolen dari beberapa sumber data sebagai

berikut:

a.

Sumber primer, yaitu:

Data data primer menurut Supranto yaitu :*° data yang dikumpulkan sendiri oleh

perorangan/suatu organisasi langsung melalui objeknya, meliputi:

e Data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan pihak KIKS BMT
Al Mubarok Candi Sidoarjo.

e Data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan pihak nasabah
KJKS BMT Al Mubarok Candi Sidoarjo.

Sumber data sekunder, yaitu:

Data sekunder yaitu:*’ data yang diperoleh dari dokumen, buku-buku dan arsip-

arsip yang berkaitan dengan topik data yang akan diteliti dengan metode penulisan

kualitatif ini. Sumber data sekunder diperoleh dari buku- buku yang berkaitan

dengan judul, mengambil karya atau tugas akhir yang sudah ada sebelumnya dan

16 Johannes Supranto,..Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 20-21.
17 Christine Daymon. Qualitatif Riset in Public Relation and Marketing Communication,. Terjemahan oleh Rhenald
Kasall.. (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2008), 20.



memiliki tema yang berkaitan, penelitian- penelitian yang berkaitan dengan Tugas
Akhir yang peneliti lakukan, serta dokumen- dokumen yang relevan.

e Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek

e Ahmad Wadi Muslich, Figh Muamalat

e Jeni Susyanti Dan Moh. Atok Sultoni, Operasional Keuangan Shari’ah

e Adiwarman A. karim, Bank Islam

e Abd Rahman Ghazaly, Dkk. Figh Muamalat

e Sayyid Sabiqg, Figh Al-Sunnah

e Hasby Ash-shiddieqi, pengantar figh muamalah

e Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tantang perkoperasian

G. kartasapoetra, et.al., Koperasi Indonesia
e M. Nejatullah S, Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam
4. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan di KIKS BMT Al Mubarok
Candi Sidoarjo agar mendapat data yang benar-benar valid, antara lain:
a. Dokumentasi
Yaitu metode yang digunakan dengan cara mencari data mengenai hal-hal
berupa buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan lain sebagainya.'®
b. Wawancara (Interview)
Suatu upaya untuk mendapatkan informasi/ data berupa jawaban atas
pertanyaan (wawancara) dari nara sumber.'® Cara ini digunakan untuk menyatakan

beberapa masalah yang ada hubungannya dengan materi penelitian ini.

'8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta 1992), 131.



5. Teknik Pengolaaan Data
Setelah data terkumpul, perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan
sebagai berikut:

Organizing : Yaitu mengatur data yang telah diperiksa dengan sedemikian rupa
sehingga tersusun bahan-bahan atau data-data untuk merumuskan
masalah tesis ini.

Editing :Yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh secara cermat,
terutama dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan
keselarasan data yang satu dengan data yang lainnya.

Analyzing . Yaitu menelaah data-data yang ada, kemudian hasilnya dicatat dan
kualifikasikan menurut metode analisis yang sudah direncanakan

untuk dijadikan acuan pada tahap kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam memperoleh data-data menggunakan deskriptif
verifikatif . Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh
gambaran/detesis tentang konsep Lembaga Keuangan Shari’ah yang ada di KIKS BMT
Asy-Syifa’. Penelitian verifikatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk
mengetahui kesesuaian aplikasi shari’ah complience dengan teori yang telah ada,
sehingga dalam penulisan tesis ini menggunakan pola pikir induktif yaitu dipergunakan
untuk menjelaskan dan menguraikan kenyataan dari hasil penelitian tentang konsep

shari’ah compliance yang bersifat khusus untuk kemudian diverifikasi dengan teori-

9 Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000). 135.



teori yang berkaitan dengan masalah tersebut agar diperoleh suatu prinsip kepatuhan

yang sesuai dengan shari’ah dan Undang-Undang..

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam lima (5) bab :
BAB | :Berisi Pendahuan yang menurut uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan
Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Hasil Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian,

Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB Il :Membahas Tentang Gambaran Umum Tentang shari’ah complience Yang
Meliputi : Pengertian shari’ah complience, Dasar Hukum, Pihak-Pihak yang Ada

dalam shari’ah complience, proses penentuan shari’ah compliance.

BAB Ill :Membahas Tentang Gambaran Umum KJKS-BMT Al Mubarok Candi Sidoarjo
Meliputi : Sejarah Berdirinya, Profil, Struktur Organisasi, Visi Dan Misi KJKS-
BMT Al Mubarok Candi Sidoarjo, Dan konsep Lembaga Keuangan Shari’ah yang

di terapkan di KIKS-BMT Asy-Syifa’.

BAB IV :Membahas Tentang Implementasi shari’ah Complience yang ada di KIKS-BMT

Al Mubarok Candi Sidoarjo.

BAB V :Penutup Yang Meliputi Kesimpulan Dan Saran



